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Abstract   
Public Administration Ethics as an effort to prevent the emergence of Corruption, Collusion, and 
Nepotism. Acts of corruption, collusion and nepotism can appear whenever and wherever along 
the way there is a meeting between intention and opportunity, as has been stated previously. Acts 
of corruption, collusion and nepotism can occur in both high, middle and low level public 
bureaucracies. Therefore, to prevent or overcome acts of corruption, collusion, and nepotism in the 
public bureaucracy, efforts must be made not to reconcile the intentions and opportunities. One of 
the efforts to prevent the meeting between intentions and opportunities is to uphold and enforce 
the ethics of Public Administration in the ranks of the public bureaucracy or government. The 
ethical values of the bureaucracy, as described above, if they really have become a "norm" that 
must be followed and obeyed by the public bureaucracy in carrying out their duties and authorities, 
will be able to prevent acts of corruption, collusion, and nepotism in the public bureaucracy. 
although there is no supervisory agency as mentioned above. However, it is recognized that 
bureaucratic ethics are not sufficient to ensure that there is no corruption, collusion and nepotism 
in the bureaucracy. There is the most important thing and the most important thing is to return 
to the personality of each actor (human). In other words, internal control in the form of faith and 
religion inherent in humans. They will not commit acts of corruption, collusion, and nepotism 
when they know and believe that the act is an act that is not good, despicable and not commendable, 
especially when viewed from the beliefs and religious values they profess. Because all of their 
attitudes, actions, and behavior must be accounted for later to Allah SWT.  
Keywords: Public Administration, Ethics, Good Governance  
   
Abstrak  
Etika Administrasi Publik sebagai upaya mencegah timbulnya Korupsi, Kolusi, dan 
Nepotisme. Tindakan Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme bisa muncul kapan dan 
dimanapun sepanjang jalan terjadi pertemuan antara niat dan kesempatan, seperti apa 
yang telah dikemukakan terdahulu. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi 
baik pada birokrasi publik tingkat tinggi, menengah maupun rendahan. Oleh karenanya 
untuk mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tubuh 
birokrasi publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan 
kesempatan tadi. Salah satu upaya untuk mencegah tidak bertemunya antara niat dan 
kesempatan tadi adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika Administrasi Publik 
pada jajaran birokrasi public atau Pemerintahan. Nilai-nilai etika birokrasi tadi 
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sebagaimana digambarkan diatas, jika betul-betul sudah menjadi suatu “norm” yang 
harus diikuti dan dipatuhi bagi birokrasi publik dalam menjalankan tugas dan 
kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme dalam tubuh birokrasi publik kendatipun tidak ada lembaga pengawasan 
sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun diakui, bahwa etika birokrasi 
tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku korup, kolusi dan 
nepotisme pada tubuh birokrasi. Terdapat hal yang paling penting dan yang terpenting 
adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku (manusianya). Dengan 
kata lain kontrol internal dalam bentuk keimanan dan keagamaan yang melekat pada 
diri manusianya. Mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
manakala mereka mengetahui dan menyakini bahwa perbuatan tersebut merupakan 
suatu tindakan yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji terutama jika dilihat dari nilai 
keyakinan dan keagamaan yang mereka anut. Karena segala dari suatu sikap, perbuatan, 
dan tingkah laku mereka harus dipertanggungjawabkan kelak kepada Allah SWT.  
Kata kunci:  Etika, Administrasi Publik, Good Governance  

 
 

Pendahuluan  
Perkembangan Ilmu Administrasi Negara, yang dewasa ini mulai lazim disebut 

Administrasi Publik, sudah demikian pesatnya. Di samping konsep-konsepnya yang 
makin implementatif dan tidak lagi dikaburkan dengan konsep manajemen, sehingga 
diharapkan tercipta pelayanan publik yang sesuai dengan harapan masyarakat 
(pelayanan prima). Disebutkan makin implementatif karena mulai dimanfaatkannya 
secara sungguh-sungguh berbagai konsep manajemen modern, yang semula berhasil 
diterapkan dalam dunia swasta/bisnis,kemudian dimodifikasi untuk kepentingan 
administrasi publik. Dalam mewujudkan kepentingan administrasi publik (pelayanan 
prima) sangat diperlukan birokrasi yang baik. Penyempurnaan birokrasi dalam 
pemerintahan memerlukan perubahan sikap mendasar dari birokrasi itu sendiri (Akbar 
et al., 2021). Patologi birokrasi terutama menunjukan adanya kecenderungan 
mengutamakan kepentingan sendiri, mempertahankan status quo dan menghalangi 
adanya perubahan yang cenderung sentralistik. Namun transformasi birokrasi itu 
sendiri juga tidak mudah untuk dilaksanakan, pasalnya pendekatannya sering terlalu 
bersifat struktural, yaitu kepada penataan organisasi dan fungsi fungsi. Tetapi yang tidak 
kalah penting adalah pembaharuan pada sisi nilai nilai yang membentuk manusia 
birokrat.  

Dalam perjalanan Bangsa Indonesia birokrasi tidak bisa dilepaskan dalam system 
pemerintahan. Keberadaan birokrasi sampai saat masih membawa polemic yang 
berkepanjangan. Tuntutan reformasi setidaknya telah merubah wajah birokrasi 
Indonesia meskipun belum terlalu signifikan. Agenda reformasi dalam tubuh birokrasi 
di Indonesia ditujukan bukan lagi sekedar untuk membangun Institusi birokrasi yang 
professional secara menejerial, namun pada bagaimana birokrasi tersebut mampu 
merepresentasikan konfigurasi social yang ada untuk menjamin keterwakilan masing – 
masing komunitas social yang telah mengakar kuat di dalam tubuh birokrasi. 
Pendeteksian penyakit birokrasi atau yang sering disebut patologi dalam dunia medis 
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sebaiknya juga dilakukan kepada birokrasi di Indonesia. Hal ini dimaksudkan agar 
penyakit – penyakit yang ada dalam tubuh birokrasi di Indonesia tidak menular ke yang 
lainnya sebagi upaya preventif bahkan lebih dari itu bisa disembuhkan secara total 
meskipun membutuhkan waktu yang lama. Upaya meminimalisir penyakit yang terjadi 
di birokrasi dihrapkan dapt membawa perubahan terhadap pelayanan publik yang 
prima.  

Persoalan patologi atau penyakit birokrasi (Hasim, 2023) bersumber dari 
rekruitmen dan penempatan birokrat yang tidak berdasarkan merit system (berdasarkan 
jenjang karir). Selain itu keterlibatan birokrasi dalam politik dianggap sebagai hal yang 
harus diwaspadai karena birokrasi bukanlah institusi atau lembaga yang bisa 
mewakilkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu. Secara makro atau nasional 
persoalan birokrasi di Indonesia lebih di dominasi karena kurangnya pemisahan atau 
segresi yang jelas antara kepentingan politik dan administrasi. Masih sering dijumpai 
birokrat terlibat secara aktif dalam kegiatan politik dan juga adanya politisi yang selalu 
mendominasi proses – proses birokrasi sehinggga kebijakan yang diambil dalam 
birokrasi merupakan kebijakan politik dari orang – orang yang memiliki kepentingan 
tertentu. Reformasi birokrasi di Indonesia masih bergulir namun sampai saat ini belum 
ada regulasi (peraturan) yang menjamin depolitisasi birokrasi secara subtansial. 
Persoalan tersebut seperti mengurai benang kusut karena ke depan bila model birokrasi 
yang seperti itu terus dijalankan akan dapat memunculkan konflik tertutama 
menimbulkan praktik kolusi dan nepotisme dalam rekruitmen, penempatan, promosi 
dan mutasi birokrasi masih sering terjadi. Praktik – praktik yang seperti ini pada 
kenyataannya sudah menjadi rahasia umum yang pada akhirnya praktik – praktik 
korupsi dan pengamanan sumber –sumber ekonomi termasuk keuangan Negara dari 
kelompok yang sedang berkuasa dengan menjalin korporasi menjadi sebuah system 
yang penuh dengan korupsi, kolusi dan nepotisme. Era reformasi saat ini memberikan 
peluang bagi perubahan paradigma pembangunan nasional dari paradigma 
pertumbuhan menuju paradigma pemerataan pembangunan secara lebih Bermoral 
Pancasila, Berkeadilan dan Berkemakmuran serta Berkesejahteraan.  

Dalam kehidupan bernegara, pemerintah memiliki fungsi memberikan pelayanan 
publik yang diperlukan oleh masyarakat, mulai dari pelayanan dalam bentuk 
pengaturan atau pun pelayanan-pelayanan lain dalam rangka memenuhi kebutuhan 
masyarakat dalam bidang pendidikan, kesehatan, dan lainnya. Di Indonesia,upaya 
memperbaiki pelayanan sebenarnya juga telah dilaksanakan oleh pemerintah.Untuk 
lebih mendorong komitmen aparatur pemerintah terhadap peningkatan mutu 
pelayanan, maka pemerintah mengeluarkan pedoman tentang perbaikan dan 
peningkatan mutu pelayanan aparatur pemerintah kepada masyarakat.Namun,hingga 
kini masyarakat masih menganggap bahwa kualitas pelayanan publik masih teramat 
rendah,terutama di daerah-daerah.Berbagai masalah masih muncul dari masalah 
birokrasi hingga sumber daya manusia yang masih kurang menguasai bidang tersebut. 
Permasalahan utama pelayanan publik berkaitan dengan peningkatan kualitas 
pelayanan itu sendiri. Pelayanan yang berkualitas sangat tergantung pada berbagai 
aspek, yaitu bagaimana tata pelaksanaanya, dukungan sumber daya manusia, dan 
organisasinya.  
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Dilihat dari penyelenggaraannya, pelayanan publik masih memiliki beberapa 
kelemahan diantaranya sebagai berikut :  

• Kurangnya respon. Kondisi ini terjadi hampir semua tingkatan unsur pelayanan 
publik, mulai pada tingkatan petugas pelayanan sampai dengan tingkatan ketua 
dari instansi atau organisasi. Respon terhadap berbagai keluhan, aspirasi, 
maupun harapan masyarakat seringkali lambat atau bahkan diabaikan.   

• Kurangnya penyampaian informasi. Berbagai informasi yang seharusnya 
disampaikan kepada masyarakat malah berjalan lambat atau bahkan tidak sampai 
kepada masyarakat.   

• Kurangnya akses. Berbagai pihak yang terkait dalam pelaksana pelayanan terletak 
jauh dari masyarakat, sehingga masyarakat merasa sulit jika membutuhkan 
pelayanan tersebut.   

• Kurang koordinasi. Berbagai pihak pelaksana pelayanan yang terkait satu dengan 
lainnya dirasa kurang dalam  berkoordinasi.  Akibatnya,  sering  terjadi  tumpang 
tindih ataupun pertentangan kebijakan antara satu instansi pelayanan dengan 
instansi pelayanan lain yang terkait.   

• Rendahnya kualitas birokrasi. Pelayanan pada umumnya dilakukan dengan 
melalui proses yang terdiri dari berbagai level, sehingga menyebabkan 
penyelesaian pelayanan yang terlalu lama. Dalam kaitan dengan penyelesaian 
masalah pelayanan, kemungkinan staf pelayanan untuk dapat menyelesaikan 
masalah sangat kecil, dan dilain pihak kemungkinan masyarakat untuk bertemu 
dengan penanggungjawab pelayanan, dalam rangka menyelesaikan masalah 
yang terjadi ketika   pelayanan   diberikan,   juga   sangat   sulit.   Akibatnya,   
berbagai   masalah   pelayanan memerlukan waktu yang lama untuk diselesaikan.   

• Kurang mau mendengar aspirasi masyarakat. Pada umumnya aparat pelayanan 
kurang memiliki   kemauan   untuk   mendengar   aspirasi   dari   masyarakat.   
Akibatnya,   pelayanan dilaksanakan dengan apa adanya, tanpa ada perbaikan 
dari waktu ke waktu.  

• Kurangnya efisisensi. Berbagai persyaratan yang diperlukan (khususnya dalam 
pelayanan perijinan) seringkali tidak relevan dengan pelayanan yang diberikan.  

• Dilihat dari sisi sumber daya manusianya. Kelemahan utamanya adalah berkaitan 
dengan profesionalisme, kompetensi, etika serta budaya membangun Buadaya 
Pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN yang belum optimal.   

• Dilihat dari sisi kelembagaan. Kelemahan utama terletak pada disain organisasi 
yang tidak dirancang khusus dalam rangka pemberian pelayanan kepada 
masyarakat,adanya peraturan membuat pelayanan menjadi berbelit-belit 
(birokratis), dan tidak terkoordinasi. Kecenderungan untuk melaksanakan 
rangkap jabatan, fungsi pengaturan dan fungsi penyelenggaraan, masih sangat 
kental dilakukan oleh pemerintah, yang juga menyebabkan pelayanan publik 
menjadi tidak efisien.  

  
 Pengembangan hipotesis dalam kajian ini adalah: Penyelenggaraan desentralisasi 
dan pemberantasan korupsi dalam pemerintahan daerah di Indonesia akan terwujud bila 
didasarkan pada peneripan karakteristik Good Governance (Agere, 2000).  



 Volume 5, Issue 4, Desember 2023 
E-ISSN 2721-0642 

  409 

  
Metode 

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif (Sugiyono, 2010), 
mengkaji dengan deskriptif analitis berbagai data yang diperolah berdasarkan studi 
literatur, observasi, data dan pertemuan-pertemuan Ilmiah yang terkait dengan 
kepentingan, kebutuhan dan analisis tema sekaligus artikel yang berjudul “Mewujudkan 
Etika Administrasi Publik Dalam Manajemen Pemerintahan Untuk Mewujudkan 
Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas dari KKN Di Indonesia” (Basrowi & Suwandi, 
2008). 
 
Hasil dan Diskusi 
Mewujudkan Etika Administrasi Publik Dalam Pemerintahan di Indonesia  

Etika merupakan kesediaan jiwa akan kesusilaan atau kumpulan dari peraturan 
kesusilaan. Etika merupakan norma dan aturan yang turut mengatur perilaku seseorang 
dalam bertindak dan memainkan perannya sesuai dengan aturan main yang ada dalam 
masyarakat agar dapat dikatakan tindakan bermoral. Sesuai dengan moralitas dan 
perilaku masyarakat setempat. Etika sendiri dibagi lagi ke dalam etika umum dan etika 
khusus. Etika umum mempertanyakan prinsip-prinsip dasar yang berlaku bagi segenap 
tindakan manusia, sedangkan etika khusus membahas prinsip-prinsip itu dalam 
hubungan dengan kewajiban manusia dalam pelbagai lingkup kehidupannya. 
Dibedakan antara etika individual yang mempertanyakan kewajiban manusia sebagai 
individu, terutama terhadap dirinya sendiri dan, melalui suara hati, terhadap Illahi, dan 
etika sosial. Etika sosial jauh lebih luas dari etika individual karena hampir semua 
kewajiban manusia bergandengan dengan kenyataan bahwa ia merupakan makhluk 
sosial. Dengan bertolak dari martabat manusia sebagai pribadi yang sosial, etika sosial 
membahas norma-norma moral yang seharusnya menentukan sikap dan tindakan 
antarmanusia. Etika sosial memuat banyak etika yang khusus mengenai wilayah-
wilayah kehidupan manusia tertentu. Di sini termasuk misalnya kewajiban-kewajiban di 
sekitar permulaan kehidupan, masalah pengguguran isi kandungan dan etika seksual, 
tetapi juga norma-norma moral yang berlaku dalam hubungan dengan satuan-satuan 
kemasyarakatan yang berlembaga seperti etika keluarga, etika pelbagai profesi, dan etika 
pendidikan. Dan di sini termasuk juga etika politik atau filsafat moral mengenai dimensi 
politis kehidupan manusia. Dimensi politis manusia adalah dimensi masyarakat sebagai 
keseluruhan. Ciri khasnya adalah bahwa pendekatan itu terjadi dalam kerangka acuan 
yang berorientasi pada masyarakat sebagai keseluruhan. Dimensi di mana manusia 
menyadari diri sebagai anggota masyarakat sebagai keseluruhan yang menentukan 
kerangka kehidupannya dan ditentukan kembali oleh tindak-tanduknya. Ada dua cara 
untuk menata masyarakat yaitu penataan masyarakat yang normatif dan yang efektif. 
Lembaga penata normatif masyarakat adalah hukum. Hukumlah yang memberitahukan 
kepada semua anggota masyarakat bagaimana mereka bertindak. Hukum terdiri dari 
norma-norma bagi kelakuan yang betul dan salah dalam masyarakat. Hukum hanya 
bersifat normatif dan tidak efektif. Artinya, hukum sendiri tidak dapat menjamin agar 
orang memang taat kepada normanya. Yang dapat secara efektif menentukan kelakuan 
masyarakat hanyalah lembaga yang mempunyai kekuasaan untuk memaksakan 
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kehendaknya. Lembaga itu adalah negara. Penataan efektif masayarakat adalah 
penataan yang de facto, dalam kenyataan, menentukan kelakuan masyarakat. Dengan 
demikian hukum dan kekuasaan adalah bahasan dari etika politik.  Dalam hal ini lebih 
difokuskan pada etika birokrasi sebagai bagian dari etika politik.  

Etika birokrasi berkaitan erat dengan moralitas dan mentalitas aparat birokrasi 
dalam melaksanakan fungsi-fungsi pemerintahan itu sendiri yang tercermin dalam 
fungsi pokok pemerintahan: fungsi pelayanan, pengaturan/regulasi dan fungsi 
pemberdayaan masyarakat. Etika penting dalam birokrasi. Pertama, masalah yang ada 
dalam birokrasi semakin lama semakin komplek. Kedua, keberhasilan pembangunan 
yang telah meningkatkan dinamika dan kecepatan perubahan dalam lingkungan 
birokrasi. Birokrasi melakukan adjusment (penyesuaian) yang menuntut discretionary 
power (kekuatan pertimbangan/kebijaksanaan) yang besar.  Pemerintah memiliki pola 
perilaku yang wajib dijadikan sebagai pedoman atau kode etik berlaku bagi setiap 
aparaturnya. Etika dalam birokrasi harus ditimbulkan dengan berlandaskan pada paham 
dasar yang mencerminkan sistem yang hidup dalam masyarakat harus dipedomani serta 
diwujudkan oleh setiap aparat dalam hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. 
Secara umum nilai-nilai suatu etika yang perlu dijadikan pedoman dan perlu 
dipraktekkan secara operasional antara lain:  

• Aparat wajib mengabdi kepada kepentingan umum  
• Aparat adalah motor penggerak “head“ dan “heart” bagi kehidupan 

bermasyarakat, berbangsa dan bernegara  
• Aparat harus berdiri di tengah-tengah, bersikap terbuka dan tidak memihak 

(mediator)  
• Aparat harus jujur, bersih dan berwibawa  
• Aparat harus bersifat diskresif, bisa membedakan mana yang rahasia dan tidak 

rahasia, mana yang penting dan tidak penting  
• Aparat harus selalu bijaksana dan sebagai pengayom.  

 
  Berbagai sifat psikis seperti; kepribadian (jatidiri), harga diri, kejujuran yang 
diisyaratkan oleh teori sifat pada hakikatnya merupakan kode etik bagi siapapun yang 
akan bertugas sebagai aparat. Aparat seharusnya tidak bekerja terkotak-kotak, 
menganggap dialah yang penting atau menentukan, seharusnya aparatur bekerja secara 
menyeluruh. Oleh sebab itu tidak hanya mementingkan bidangnya sendiri-sendiri. 
Dalam kaitan itu dipandang penting pula koordinasi, sinkronisasi, integrasi. Sehingga 
dapat berbuat dan bertindak sesuai dengan tingkah laku dan perilaku aparatur yang 
terpuji.  
            Etika terbentuk dari aturan pertimbangan yang tinggi. Yaitu benar vs tidak benar 
dan pantas vs tidak pantas. Perilaku dan tindakan aparat birokrasi dalam melaksanakan 
fungsi dan kerjanya, apakah ia menyimpang dari aturan dan ketentuan atau tidak, untuk 
itu perlu aturan yang tegas dan nyata, sebab berbicara tentang etika biasanya tidak 
tertulis dan sanksinya berupa sanksi sosial yang situasional dan kondisional tergantung 
tradisi dan kebiasaan masyarakat tersebut. Maka dituntut adanya payung hukum. 
Peraturan kepegawaian sebagai bagian dari penerapan etika birokrasi. Peraturan ini 
tertuang dalam Kode Etik Pegawai Negeri. Akan tetapi kode etik ini belum kentara hasil 
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dan fungsinya. Namun, dengan kode etik ini mengupayakan aparat birokrasi yang lebih 
jujur, bertanggung jawab, disiplin, rajin, memiliki moral yang baik, tidak melakukan 
perbuatan tercela seperti korupsi, kolusi dan nepotisme. Oleh karena itu, perlu usaha dan 
latihan serta penegakan sanksi yang tegas dan jelas kepada mereka yang melanggar kode 
etik atau aturan yang ditetapkan. Ada beberapa hal yang perlu dihindari oleh birokrasi, 
antara lain :  

• Ikut serta dalam transaksi bisnis pribadi atau perusahaan swasta untuk 
keuntungan pribadi dengan mengatasnamakan jabatan kedinasan,  

• Menerima segala sesuatu hadiah dari pihak swasta pada saat ia melakukan 
transaksi untuk kepentingan dinas,  

• Membicarakan masa depan peluang kerja diluar instansi pada saat ia berada 
dalam tugastugas sebagai pejabat pemerintah,  

• Membocorkan informasi komersial/ekonomis yang bersifat rahasia kepada 
pihak-pihak yang tidak berhak,  

• Terlalu erat berurusan dengan orang-orang diluar instansi pemerintah yang 
dalam menjalankan bisnis pokoknya tergantung izin pemerintah.  

 
Selain itu, ada beberapa upaya untuk membenahi praktek-praktek birokrasi yang 

kurang menyenangkan, antara lain:  
• Pembenahan suatu institusi yang telah berpraktek dalam jangka waktu lama 

tidaklah gampang. Waktu yang cukup lama mutlak diperlukan. Yang cukup 
penting dimiliki adalah perilaku adaptif dari birokrasi terhadap perkembangan 
yang tumbuh dan berkembang di masyarakat, sehingga mampu membaca 
tuntutan dan harapan yang dibebankan ke pundaknya. Suatu komuniti yang 
semakin kompleks dan rumit memerlukan bentuk-bentuk praktek birokrasi yang 
luwes dan praktis. Pemotongan jalur-jalur hirarkis, merupakan salah satu 
keinginan dari konsumen birokrasi.  

• Selaras dengan pemikiran Weber yang menempatkan birokrasi dan birokrasi 
dapat bergandengan tangan. Menuntut birokrasi sebagai institusi yang terbuka 
dan mampu untuk dipahami sesuai fungsinya. Kebijaksanaan dan suasana 
demokratisasi sangat diperlukan, yakni memberi hak yang lebih luas bagi 
masyarakat untuk ikut serta dalam proses pemerintahan.  

• Selaras dengan akumulasi keinginan pemotongan jalur-jalur hirarkis. 
Kebijaksanaankebijaksanaan menyangkut desentralisasi juga diperlukan.  

• Faktor mental personal dari aparatur birokrasi dan perilaku dari birokrat itu 
sendiri. Dituntut adanya keberanian moral untuk menyingkirkan pandangan 
bahwa birokrasi adalah bureaucratic polity, serta menempatkan prinsip-prinsip de-
etatisme dan dekontrolisasi pada proposisinya.  

 
Birokrasi hendaklah merupakan rangkaian kegiatan sehari-hari yang dibutuhkan 

untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi didistribusikan melalui cara-cara yang telah 
ditentukan dan dianggap sebagai tugas resmi. Diorganisasikan dalam suatu kantor yang 
mengikuti prinsip hirarkis. Pelaksanaan tugasnya diatur oleh suatu sistem peraturan 
perundang-undangan yang abstrak dan mencakup juga penerapan aturan-aturan di 
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dalam kasus-kasus tertentu. Dilaksanakan oleh pejabat yang ideal melaksanakan tugas-
tugasnya dengan semangat formal dan bersifat pribadi, tanpa perasaan dendam atau 
nafsu. Pekerjaan birokratis didasarkan pada klasifikasi teknis dan dilindungi dari 
kemungkinan pemecatan sepihak. Berdasarkan pengalaman universal bahwa tipe 
organisasi administratif yang murni dilihat semata-mata dari sudut teknis, mampu 
mencapai tingkat efisiensi yang tinggi. Birokrasi sebagai bagian law enforcement perlu 
direformasi dengan dimensi keadilan. Hal yang diperlukan adalah: menuntaskan 
“national building“, memaksimalkan fungsi lembaga-lembaga, membangun aturan 
hukum secara komprehensif serta membangun moralitas aparat penegak hukum.  
 
Mewujudkan Etika Administrasi Publik Dalam Manajemen Pemerintahan Untuk 
Mewujudkan Pemerintahan Yang Bersih Dan Bebas Dari KKN Di Indonesia  
  

Istilah manajemen datang dari bahasa Inggris “management”. Istilah ini terbentuk 
dari akar kata “manus”, tangan, yang berkaitan dengan kata “menagerie” yang berarti 
beternak. Menagerie juga berarti sekumpulan binatang liar yang dikendalikan di dalam 
pagar. Kata “manus” berkaitan dengan kata “menage” yang berasal dari bahasa latin 
mansionaticum yang berarti pengelolaan rumah besar. Manajemen mempelajari 
bagaimana menciptakan effectiveness usaha (“doing right things”) dan produktif melalui 
fungsi dan siklus tertentu, dalam rangka mencapai tujuan organisasional yang telah 
ditetapkan. Jadi unsur-unsur manajemen adalah :  

• Tujuan organisasional yang telah ditetapkan oleh lembaga atau pejabat yang 
berkompeten  

• Fungsi, yaitu perencanaan usaha termasuk penetapan output dan outcome yang 
dikehendaki. 

 
Tantuico (dalam Carino, 1993) mengemukakan akuntabilitas manajerial 

(managerial accountability) berkaitan dengan “efficiency and economy in the use of public 
funds, property, manpower and other resources”. Dengan demikian fokus utama 
akuntabilitas manjerial adalah efisiensi dan ekonomis penggunaan dana publik, 
property, tenaga kerja dan sumber daya lainnya. Akuntabilitas manajerial menghendaki 
pejabat publik harus bertanggung jawab ketimbang hanya sekedar mematuhi (responsible 
for more than just compliance). Akuntabilitas manajerial memfokuskan pada sisi inputs dan 
menganjurkan perlunya perhatian terus menerus untuk menghindari pemborosan dan 
pengeluaran yang tidak perlu dan mendorong penggunaan sumber daya publik yang 
tepat. Nilai utama akuntabilitas manajerial sebagaimana telah disebutkan adalah 
efisiensi dan ekonomis, dan mencaakup perbandingan antara biaya (cost) dengan hasil 
(output). Herbert (dalam Carino, 1993) memberikan pengertian efisiensi dan ekonomis 
sebagai berikut: “Efisiensi mencakup (1) perhitungan biaya konstan untuk meningkatkan 
keuntungan, (2) mendapatkan keuntungan tetap dan menekan biaya, (3) meningkatkan 
biaya serendah mungkin daripada keuntungan, (4) menekan biaya pada level tertentu 
daripada keuntungan. Economic operation adalah pengurangan dan eliminasi biaya yang 
tidak diperlukan. Akuntabilitas manajerial mendorong program dengan memangkas 
prosedur pemerintah yang berbelit-belit atau dengan mengganti alternatif kekurangan 
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biaya didalam prakteknya. Program tadi diarahkan pada simplifikasi kerja dan revisi 
bentuk semua cara ke arah perbeikan dan reorganisasi badan/organisasi. Seluruh 
inovasi tadi dilakukan oleh pejabat publik tersebut. Bisa jadi badan tersebut sebagai 
subjek (pelaku) operasi atau audit manajemen dilakukan oleh agen luar yang 
independen.   

Karakteristik Good Governance dalam Menata Ulang Manajemen Pemerintahan 
OECD dan World Bank mensinonimkan good governance dengan penyelenggaraan 
manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab, sejalan dengan demokrasi 
dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi yang langka, dan 
pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin 
anggaran serta penciptaan legal and political framework bagi tumbuhnya aktivitas 
kewiraswastaan. Sedangkan UNDP mendefinisikan good governance sebagai hubungan 
yang sinergis dan konstruktif diantara negara, sektor swasta dan masyarakat (society). 
Berdasarkan definisi tersebut UNDP kemudian mengajukan karakteristik good governance 
yang saling memperkuat dan tidak dapat berdiri sendiri, sebagai berikut :  

• Participation. Setiap warga negara mempunyai suara dalam pembuatan 
keputusan, baik secara langsung maupun melalui intermediasi institusi legitimasi 
yang mewakili kepentingannya. Partisipasi seperti ini dibangun atas dasar 
kebebasan berassosiasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.  

• Rule of law. Kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa perbedaan, 
terutama hukum hak asasi manusia.  

• Transparency. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses 
lembaga dan informasi secara langsung dapat diterima oleh mereka yang 
membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dapat dipantau.  

• Responsiveness. Lembaga dan proses harus mencoba untuk melayani stakeholders.  
• Consensus Orientation. Good governance menjadi perantara kepentingan yang 

berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas, baik 
dalam hal kebijakan maupun prosedur.  

• Effectiveness and efficiency. Proses dan lembaga menghasilkan sesuai dengan apa 
yang telah digariskan dengan menggunakan sumber yang tersedia sebaik 
mungkin.  

• Accountability. Para pembuat keputusan dalam pemerintahan, sektor swasta dan 
masyarakat (civil society) bertanggung jawab kepada publik dan lembaga 
stakeholders. Akuntabilitas ini tergantung pada organisasi dan sifat keputusan 
yang dibuat, apakah keputusan tersebut untuk kepentingan internal atau 
eksternal organisasi.  

• Strategic vision. Para pemimpin dan publik harus mempunyai perspektif good 
governance dan pengembangan manusia yang luas serta jauh ke depan sejalan 
dengan apa yang diperlukan untuk pembangunan semacam ini.  
 
Atas dasar uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa wujud good governance 

adalah penyelenggaraan pemerintahan negara yang solid dan bertanggung jawab, serta 
efisien dan efektif, dengan menjaga kesinergisan ineraksi yang konstruktif diantara 
ketiga domain; negara, sektor swasta dan masyarakat (society). Oleh karena good 
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governance meliputi sistem administrasi negara, maka upaya mewujudkan good 
governance juga merupakan upaya melakukan penyempurnaan pada sistem administrasi 
negara yang berlaku pada suatu negara secara menyeluruh.  

Jika dilihat dari ketiga domain dalam governance, tampaknya domain state menjadi 
domain yang paling memegang peranan penting dalam mewujudkan good governance, 
karena fungsi pengaturan yang memfasilitasi domain sektor dunia usaha swasta dan 
masyarakat (society) serta fungsi administratif penyelenggaraan pemerintahan melekat 
pada domain ini. peran pemerintah melalui kebijakan publiknya sangat penting dalam 
memfasilitasi berjalannya mekanisme pasar yang benar sehingga penyimpangan yang 
terjadi di dalam pasar dapat dihindari. Oleh karena itu, upaya perwujudan ke arah good 
governance dapat dimulai dengan membangun landasan demokratisasi penyelenggaraan 
negara dan dilakukan upaya pembenahan penyelenggara pemerintahan sehingga dapat 
terwujud good governance.  

Antara karakteristik itu dengan perilaku terdapat hubungan yang sedikit banyak 
bersifat kausal. Misalnya pada variabel organisasi, hierarki menimbulkan sifat taat 
bawahan terhadap atasan. Pada variabel manusia, kepentingan atau kebutuhan hidup 
menuntut imbalan yang memadai dari organisasi. Tetapi kadar (tingkat) ketaatan itu 
variabel, bergantung pada sejauh mana imbalan yang diharapkan dipenuhi oleh 
organisasi. Demikian pula sebaliknya. Seperti diketahui, informasi tentang karakteristik 
terdapat di dalam Psikologi, Psikologi Industri, Perilaku Keorganisasian, Budaya 
Perusahaan, dan Ilmu Perilaku lainnya. Variabilitas perilaku aktor bergantung pada 
lingkungan atau struktur internal. Walaupun ia bisa dipengaruhi oleh struktur eksternal 
(masyarakat), variabel internal itulah yang dominan karena ia mengandung kekuasaan 
dan kesempatan. Aktor yang mampu mengendalikan struktur, lebih-lebih jika aktor itu 
yang membentuk struktur, biasanya sanggup bertahan lama. Sebaliknya bisa terjadi, 
sekuat apapun aktor yang memasuki struktur yang telah mapan, ia ”pasti” luluh dan 
tidak berdaya, atau terpental keluar. Lingkungan yang mengandung pilihan 
dibandingkan dengan lingkungan tanpa pilihan membawa pengaruh dan konsekuensi 
yang berbeda terhadap perilaku manusia (aktor) dan pada gilirannya terhadap perilaku 
birokrasi yang bersangkutan. Perilaku birokrasi yang berkisar antara soft (perilaku yang 
penuh ethic; ketaatan dan keikhlasan) dengan hard (command, force, coercion, violence; 
pembangkangan, perlawanan, permusuhan) merupakan interaksi antara kedua variabel. 

Hal-hal penting yang perlu dikemukakan dalam kajian judul artikel ini yakni 
masalah-masalah yang berkaitan dengan hal-hal sebagai berikut:  
 
Perilaku Birokrasi Pemerintahan  

Perilaku birokrasi jauh berbeda jika dipahami dalam hubungan pemerintahan. 
Hubungan birokratik tidak sama dengan hubungan pemerintahan. Ketika Birokrasi 
Pemerintahan bertindak keluar, terjadilah hubungan birokratik pemerintahan, tetapi 
hubungan ini tidak identik dan tidak analog dengan hubungan birokratik. Dalam banyak 
hal, yang diperintah dan manusia bukanlah bawahan pemerintah. Bahkan pada saat 
rakyat berfungsi sebagai pemegang kedaulatan, pemerintah berada di bawahnya.  
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Mal-Administrasi  
Dalam era reformasi, banyak “mal pratik” pada tubuh birokrasi yang selama era 

orde baru terjadi diblejeti satu persatu oleh masyarakat, baik mal-praktek dalam bentuk 
“korupsi, kolusi, maupun nepotisme”. KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) merupakan 
tindakan yang menyimpang hukum dan biasanya pada kasus-kasus ini terdapat banyak 
penyimpangan serta penyelewengan pada law enforcement, hal ini sangat besar 
kemungkinan pada etika adaministrasi negara dalam revitalisasi manajemen 
pemerintahan dalam rangka upaya penataan ulang pemerintahan Indonesia yang tidak 
sesuai dengan good governance. Pada kenyataan nya Law enforcement dalam manajemen 
pemerintahan di Indonesia sangat diabaikan sehingga akan sangat menjadi ancaman 
bagi manajemen pemerintahan dalam upaya menata ulang manajemen pemerintahan 
yang sehat dan dapat meminimalisir terjadinya birokatologi dan mal administrasi. 
Sebenarnya apakah yang menjadi landasan dasar yang dapat menjadi aacuan, pedoman, 
dan referensi dalam melaksanakan manajemen pemerintahan yang baik dan sehat serta 
birokrasi yang sehat adalah etika administrasi yang memiliki acuan dan pedoman serta 
referensi, salah satu wujud konkrit yang tegas dalam menindaklanjuti mal administrasi 
seprti contoh yang sangat sering terjadi Korupsi, melalui Law enforcement maka semua 
penyelewengan akan mudah diminimalisir, Law enforcement akan mudah terdeteksi 
sangat berkaitan dengan adanya akuntabilitas birokrasi dan manajemen pemerintahan 
yang sedang ealaksanakan revitalisasi yang memegang prinsip good governance guna 
mencapai reinventing government dan menata ulang manajemen pemrintahan indonesia 
kearah yang lebih sehat dan profesional. Reiventing government akan tercipta jika prinsip 
etika administrasi negara dan karakteristik good governance menjadi acuan dan refernsi 
pada implementasi manjemen pemerintahan di Indonesia.  
 
Korupsi: Salah Satu Bentuk Mal-Administrasi 

Korupsi dapat diartikan sebagai bentuk perbuatan menggunakan barang publik, 
bisa berupa uang dan jasa, untuk kepentingan memperkaya diri, dan bukan untuk 
kepentingan publik. Dilihat proses terjadinya perilaku korupsi ini dapat dibedakan ke 
dalam tiga bentuk, yaitu Graft, Bribery, dan Nepotism.  

Graft, merupakan korupsi yang bersifat internal. Artinya korupsi yang dilakukan 
tanpa melihat pihak ketiga. Seperti menggunakan atau atau mengambil barang kantor, 
uang kantor, jabatan kantor untk kepentingan diri sendiri. Korupsi ini terjadi karena 
mereka mempunyai kedudukan dan jabatan di kantor tersebut. Dengan wewenangnya, 
para bawahan tidak dapat menolak permintaan atasannya. Menolak atau mencegah 
permintaan atasannya dianggap sebagai tindakan yang tidak loyal terhadap atasan. 
Bahkan sering terjadi, sebelum atasan minta, bawahan sudah menyiapkan segala sesuatu 
yang dibutuhkan oleh atasan. Misalnya ada seorang pejabat (di daerah) punya hajat 
mantu, maka segala sesuatu yang diperlukan untuk hajat tersebut telah dicukupi oleh 
anak buahnya, dan panitia yang dibentukpun sesuai dengan bidang kewenangan 
masing-masing anak buahnya. Pejabat tersebut sudah tahu “beres” segala sesuatu yang 
diperlukan untuk kepentingan hajat mantu tersebut. Contoh di atas, merupakan wujud 
dari tindakan korupsi berupa “grafrt”.  
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Sementara bribery (penyogokan, penyuapan), merupakan tindakan korupsi yang 
melibatkan orang lain diluar dirinya (instansinya). Karenanya korupsi ini sering disebut 
dengan korupsi yang bersifat eksternal. Artinya tindakan korupsi tadi tidak akan terjadi 
jika tidak ada orang lain, yang melakukan tindakan penyuapan, penyogokan terhadap 
dirinya. Tindakan pemberian sesuatu (penyogokan, penyuapan, pelicin), dimaksudkan 
agar dapat memengaruhi objektivitas dalam membuat keputusan, atau keputusan yang 
dibuat akan menguntungkan pemberi, penyuap, atau penyogok. Pemberian sesuatu 
(penyogok, penyuap, pelicin) dapat berupa uang, materi, tapi bisa juga berupa jasa. 
Korupsi semacam ini sering terjadi pada dinas/instansi yang mempunyai tugas 
pelayanan, menerbitkan surat izin, rekomendasi, dan lain sebagainya. Pelayanan yang 
diberikan seringkali dihambat, tidak lancar, bukan karena sistem dan prosedurnya, tapi 
karena disengaja oleh oknum birokrat. Sehingga mereka yang berkepentingan, lebih suka 
melalui calo, atau dengan cara memberi pelicin berupa uang untuk menyuap, menyogok, 
agar urusannya menjadi lancar.  

Sedangkan nepotism, merupakan suatu tindakan korupsi berupa kecendrungan 
pengambilan keputusan yang tidak berdasarkan pada pertimbangan objektif, rasional, 
tapi didasarkan atas pertimbangan “nepitis”, “kekerabatan”, sepeti masih teman, 
keluarga, golongan, pejabat, dan lain sebagainya. Pertimbangan pengambilan keputusan 
tadi, sering kali untuk kepentingan orang yang membuat keputusan. Mereka akan lebih 
aman, orang yang berada disekitarnya (anak buahnya) adalah orang-orang yang masih 
nepotis atau masih kerabat dekat. Jika mereka melakukan tindakan penyimpangan 
mereka akan aman dan dilindungi.  

Korupsi di atas adalah korupsi yang dilihat dari proses terjadinya. Namun 
dilihatnya dari sifatnya korupsi dapat dibedakan menjadi dua macam, yaitu korusi 
individualis dan korupsi sistemik. Korupsi individualis, merupakan penyimpangan 
yang dilakukan oleh salah satu atau beberapa orang dalam suatu organisasi dan 
berkembang suatu mekanisme muncul, hilang dan jika ketahuan pelaku korupsi akan 
terkena hukuman, bisa berupa dijauhi, dicela, disudutkan, dan bahkan diakhiri nasib 
kariernya. Perilaku korup ini dianggap oleh kelompok (masyarakat) sebagai tindakan 
yang menyimpang, buruk, dan tercela. Korupsi sistemik, berbeda dengan korupsi 
individualisme. Korupsi sistemik merupakan suatu korupsi ketika yang melakukan 
korupsi adalah sebagian besar (kebanyakan orang) dalam suatu organisasi (melibatkan 
banyak orang). Dikatakan sistemik, karena tindakan korupsi ini bisa diterima sebagai 
sesuatu yang wajar/biasa (tidak menyimpang) oleh orang yang berada di sekitarnya dan 
merupakan bagian dari suatu realita. Jika ketahuan, maka diantara mereka yang terlibat 
saling melindungi, menutup-nutupi, dan mendukung satu sama lain untuk 
menyelamatkan orang yang ketahuan tadi. Hal ini disebabkan diantara mereka tidak 
ingin instansinya tercemar, sehingga walaupun mereka tahu ada tindakan korupsi 
mereka lebih baik “diam”, daripada mereka akan dikucilkan, dan menjadi saksi dalam 
perkara atas tindakan korupsi tadi. Bahkan mereka telah menganggap sesuatu yang 
wajar-wajar saja, karena memang yang bersangkutan berada atau menjabat pada jabatan 
yang memungkinkan atau yang biasa disebut dengan “jabatan basah”.  

Mal-administrasi merupakan suatu tindakan yang menyimpang dari nilai etika. 
Secara “psiko-sosiologis”, suatu tindakan yang menyimpang dari nilai adalah 
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disebabkan karena bertemunya faktor “niat atau kemauan” dan “kesempatan”. Jika ada 
niat untuk melakukan tindakan mal-administrasi, sementara kesempatan tidak ada, 
maka tindakan mal-administrasi tadi tidak akan terjadi. Sebaliknya, ada kesempatan 
untuk melakukan korupsi, namun pada dirinya tidak ada niat atau kemauan untuk 
melakukan mal-administrasi, maka tindakan maladministrasi juga tidak akan terjadi. 
Dengan mengacu pada konsep tadi, maka dapat ditemukan dua faktor yang menjadi 
penyebab timbulnya tindakan mal-administrasi. Pertama faktor internal yaitu faktor 
pribadi orang yang melakukan tindakan mal-administrasi. Kedua, faktor eksternal, yaitu 
faktor yang berada di luar diri pribadi orang yang melakukan tindakan maladministrasi, 
bisa, lemahnya peraturan perundangan, lemahnya pelaksanaan pengawasan, dan 
lingkungan kerja yang memungkinkan terbukanya kesempatan untuk melakukan 
tindakan maladministrasi.  
 
Faktor Internal  

Faktor Internal berupa kepribadian seseorang. Faktor kepribadian ini berwujud 
suatu niat, kemauan, dorongan yang tumbuh dari dalam diri seseorang untuk 
melakukan tindakan maladministrasi. Faktor ini disebabkan oleh lemahnya mental 
seseorang, dangkalnya agama dan keimanan mereka, sehingga memudahkan mereka 
untuk melakukan sesuatu tindakan walaupun sesungguhnya mereka tahu bahwa 
tindakan yang akan mereka lakukan itu merupakan suatu tindakan yang tidak baik, 
tercela, buruk baik menurut nilai-nilai sosial, maupun menurut ajaran agama mereka. 
Namun karena rendahnya sikap mental mereka, dangkalnya keimanan dan keagamaan 
mereka, maka manakala ada kesempatan ada niatan untuk melakukan tindakan 
maladministrasi dengan mudahnya mereka lakukan. Faktor Internal muncul banyak 
pula dipengaruhi oleh faktor eksternal, antara lain faktor kebutuhan keluarga, 
kesempatan, lingkungan kerja, dan lemahnya pengawasan, dan lain sebagainya. Jika 
pada diri orang tersebut mempunyai sikap mental yang tinggi, keimanan dan 
keagamaan mereka juga tinggi, maka walaupun ada tuntutan kebutuhan keluarga, 
kesempatan melakukan selalu ada, lingkungan kerja memungkinkan, dan pengawasan 
sangat lemah, maka mereka tidak akan melakukan tindakan mal-administrsi tadi. Karena 
mereka tahu dan yakin bahwa tindakan itu merupakan suatu tindakan yang buruk, tidak 
baik, tercela dan bahkan merupakan suatu tindakan yang berdosa.  
 
Faktor Eksternal  

Faktor eksternal adalah faktor yang berada di luar diri orang yang melakukan 
tindakan maladministrasi, bisa berupa, lemahnya peraturan, lemahnya lembaga kontrol, 
lingkungan kerja dan lain sebagainya yang membuka peluang (kesempatan) untuk 
melakukan tindakan korupsi. Peraturan perundangan dimana mereka bekerja, 
merupakan suatu tatanan nilai yang dibuat untuk diikuti dan dipatuhi oleh para pegawai 
dalam menjalankan tugas dan kewajiban yang diberikan kepadanya. Manakala 
peraturan tadi memberi kelonggaran bagi pegawainya untuk melakukan tindakan mal-
administrasi, karena peraturannya tidak jelas, sanksi yang diberikan lemah, dan lain 
sebagainya, maka akan memberikan peluang (kesempatan) pegawai untuk melakukan 
tindakan mal-administrasi tersebut.   
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Lemahnya lembaga pengawasan (control) dalam melaksanakan tugasnya juga 
merupakan salah satu penyebab munculnya tindakan mal-administrasi. Kendatipun 
lembaga pengawasan baik pengawasan politik,maupun pengawasan fungsional telah 
dibentuk, seperti DPR(D), BPK, BPKP, Irjen, Irwilprop, Irwilkab, Irwikod, dan bahkan 
waskat, serta wasmas telah dibentuk dan berjalan, namun para pelaku dari lembaga 
tersebut masih dengan mudah untuk diatur, masih mau disuap, disogok, dan sejenisnya, 
maka lembaga pengawasan (control) yang ada juga tidak akan mampu untuk melakukan 
pencegahan timbulnya tindakan maladministrasi yang ada dalam tubuh birokrasi 
publik. Lingkungan kerja, juga merupakan faktor penting untuk memberi peluang 
munculnya suatu tindakan mal-administrasi. Lingkungan dimana kita berada akan 
mempengaruhi sifat dan perilaku kita. Bila kita berada pada lingkungan keras, akan 
membentuk sifat dan perilaku kita juga cenderung keras. Demikian pula bila kita berada 
pada lingkungan agamis, juga akan membentuk sifat dan perilaku kita cenderung agamis 
kita. Lingkungan kerja dimana kita bekerja yang menilai bahwa suatu tindakan yang 
menyimpang ( korupsi misalnya) di anggap sesuatu yang wajar, maka akan membentuk 
dan memberi peluang perilaku yang menyimpang dari etika administrasi juga. 
Sebaliknya manakala lingkungan kerja cukup ketat, bahwa tindakan yang menyimpang 
(korupsi) dinilai sebagai suatu tindakan yang tidak baik,buruk, dan tercela juga maka 
juga akan membentuk sikap, perilaku untuk tidak korup dan tidak akan memberi 
peluang munculnya tindakan yang korup.  

Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa muncul kapan dan dimanapun 
sepanjang jalan terjadi pertemuan antara niat dan kesempatan, seperti apa yang telah 
dikemukakan terdahulu. Tindakan korupsi, kolusi dan nepotisme bisa terjadi baik pada 
birokrasi publik tingkat tinggi, menengah maupun rendahan. Oleh karenanya untuk 
mencegah atau mengatasi tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme pada tubuh birokrasi 
publik harus berupaya untuk tidak mempertemukan antara niat dan kesempatan tadi. 
Salah satu upaya untuk mencegah tidak bertemunya antara niat dan kesempatan tadi 
adalah menjunjung tinggi dan menegakkan etika birokrasi pada jajaran birokrasi publik. 
Nilai-nilai etika birokrasi tadi sebagaimana digambarkan diatas, jika betul-betul sudah 
menjadi suatu “norm” yang harus diikuti dan dipatuhi bagi birokrasi publik dalam 
menjalankan tugas dan kewenangannya, maka akan dapat mencegah timbulnya 
tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam tubuh birokrasi publik kendatipun tidak 
ada lembaga pengawasan sebagaimana yang telah disebutkan diatas. Namun diakui, 
bahwa etika birokrasi tersebut belum cukup untuk menjamin tidak terjadi perilaku 
korup, kolusi dan nepotisme pada tubuh birokrasi. Terdapat hal yang paling penting dan 
yang terpenting adalah kembali kepada kepribadian dari masing-masing pelaku 
(manusianya). Dengan kata lain kontrol internal dalam bentuk keimanan dan keagamaan 
yang melekat pada diri manusianya. Mereka tidak akan melakukan tindakan korupsi, 
kolusi, dan nepotisme manakala mereka mengetahui dan menyakini bahwa perbuatan 
tersebut merupakan suatu tindakan yang tidak baik, tercela dan tidak terpuji terutama 
jika dilihat dari nilai keyakinan dan keagamaan yang mereka anut. Karena segala dari 
suatu sikap, perbuatan, dan tingkah laku mereka harus dipertanggungjawabkan kelak 
kepada Allah SWT. Walaupun mungkin mereka bisa lolos dari pertanggungjwaban 
duniawi (tidak bisa dicela, disingkirkan, dan diakhiri nasib kariernya ketika 
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perbuatannya ketahuan), namun pertanggungjwaban kehadapan Allah SWT, tidak akan 
bisa dihindari. Dengan adanya “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia akan 
dapat mencegah. Munculnya “niat” untuk melakukan tindakan korupsi, kolusi, dan 
nepotisme walau ada kesempatan untuk melakukannya. Dengan bertumpu pada skala 
prioritas untuk dapat mencegah timbulnya tindakan korupsi, kolusi, dan nepotisme 
perlu “kontrol internal” yang kuat pada diri manusia yang dapat membentuk 
kepribadian yang dilandasi oleh nilai-nilai keimanan dan keagamaan ,baru kemudian 
“etika birokrasi“, dan yang terakhir adalah kontrol eksternal dalam wujudnya adanya 
pengawasan, baik, pengawasan politik, fungsional, maupun pengawasan masyarakat. 
Ketiganya harus dilaksanakan secara bersamaan agar KKN bukan saja dapat dicegah 
namun dapat juga diberantas.  
  
Kesimpulan 

Pemerintah pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat. Ia tidaklah 
diadakan untuk melayani diri sendiri, tetapi untuk melayani masyarakat serta 
menciptakan kondisi yang memungkinkan setiap anggota masyarakat mengembangkan 
kemampuan dan kreativitasnya demi mencapai tujuan bersama (Rasyid, 1998). 
Paradigma penyelenggaraan pemerintahan telah terjadi pergeseran dari paradigma “rule 
government” menjadi “good governance”. Pemerintah dalam menyelenggarakan 
pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan publik menurut paradigma “rule 
government” senantiasa lebih menyandarkan pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. Berbeda dengan “good governance”, dalam penyelenggaraan pemerintahan, 
pembangunan dan pelayanan publik tidak semata-mata didasarkan pada pemerintah 
(government) atau negara (state) saja, tetapi harus melibatkan seluruh elemen, baik di 
dalam intern birokrasi maupun di luar birokrasi publik.  

Karakteristik atau unsur utama penyelenggaraan manajemen kepemerintahan 
yang baik adalah penting adanya akuntabilitas (accountability), transparasi (tranparancy), 
keterbukaan (oppeness), dan law enforcement (rule of law) (Bhata, dalam Nisjar, 1997).  

Administrasi Publik (birokrasi publik) sebagai lembaga negara yang mengemban 
misi pemenuhan kepentingan publik dituntut bertanggung jawab terhadap publik yang 
dilayaninya. Ada tiga konsep penting menyangkut tanggung jawab administrasi negara 
terhadap publiknya yaitu akuntabilitas, responsibilitas, dan responsivitas (Darwin, 
1997). Namun dalam kenyataannya, tak sedikit pejabat lokal (birokrasi lokal) yang 
kurang memiliki akuntabilitas yang tinggi dalam melaksanakan tugas, wewenang dan 
tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Akibatnya birokrasi publik pada era 
reformasi banyak disorot publik. Sorotan itu lebih banyak tertuju pada praktek yang 
menyimpang (mal-administration) dari etika administrasi negara dalam menjalankan 
tugas dan tangguna jawabnya. Bentuk mal-administrasi dapat berupa korupsi, kolusi, 
nepotisme, tidak efisien, dan tidak profesional. Bentuk maladministrasi pada umumnya 
lebih berkaitan dengan perilaku individu yang menduduki suatu jabatan hierarkhi, 
terutama pada tingkat bawah. Penyebab utama munculnya mal-administrasi 
(bureaupathology) diantaranta adalah rendahnya profesionalisme aparat, kebijakan 
pemerintah yang tidak transparan, pengekangan terhadap kontrol sosial, tidak adanya 
manajemen partisipatif, berkembang-suburnya ideologi konsumtif dan hedonistik serta 
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pragmatis realistik di kalangan penguasa dan belum adanya code of conduct yang kuat 
yang diberlakukan bagi aparat di semua lini dengan disertai sanksi yang tegas dan adil 
atas dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dan Maha Kuasa.  
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